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Penerapan Undang-undang (UU) Nomor 25 

Tahun 1999 yang telah disempurnakan 

oleh UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah mengawali 

era desentralisasi di bidang fiskal. Menurut 

UU No.33 Tahun 2004 sumber-sumber pen-

danaan pelaksanaan pemerintah daerah 

terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapa-

tan yang sah. Dana perimbangan atau dana 

transfer terdiri dari Dana Alokasi Umum 

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh pendapatan asli daerah 
(PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) untuk penge-
luaran pemerintah daerah, dan juga membuktikan secara empiris apakah efek dari 
DAU dan DAK ke daerah belanja pemerintah lebih besar dari pengaruh PAD ter-
hadap belanja pemerintah daerah di kabupaten / kota Provinsi Kalimantan Selatan 
pada periode 2009-2013. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear menggunakan SPSS 
(Statistik Produk dan Layanan Solusi) versi 17. Sebelum melakukan analisis data, 
terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik uji normalitas, multikolinearitas, au-
tokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 
PAD tidak mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah, (2) DAU mempengaruhi 
pengeluaran pemerintah daerah, (3) DAK mempengaruhi pengeluaran pemerintah 
daerah, dan (4) koefisien DAU dan DAK lebih besar dari nilai koefisien PAD, dan 
keduanya secara signifikan mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah. Hal ini 
menunjukkan bahwa telah terjadi flypaper effect pengeluaran pemerintah daerah di 
kabupaten / kota di Provinsi Kalimantan Selatan di 2009-2013 periode. 
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Dana Bagi Hasil (DBH). Seluruh sumber 

pendanaan ini memiliki kontribusi masing-

masing bagi pemerintah daerah untuk 

melakukan pengeluaran belanja. 

Diberlakukannya desentralisasi 

fiskal membuka peluang bagi pemerintah 

daerah untuk menggali dan mengoptimal-

kan penerimaan PAD sesuai potensi daerah 

yang dimiliki karena semakin tinggi PAD, 

semakin banyak kebutuhan yang dapat 

dibiayai oleh PAD. Namun, pada ken-

yataannya jumlah penerimaan PAD ter-

hadap Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) masih relatif kecil. Pada 

akhirnya, kekurangan dana anggaran di-

tutup oleh pemerintah pusat dalam bentuk 

dana transfer (Adisasmita 2011). 

Besarnya kebutuhan belanja daerah 

yang juga semakin meningkat tidak 

memungkinkan beberapa pemerintah 

provinsi atau kabupaten/kota untuk hanya 

mengandalkan PAD semata. Pada akhirnya 

dana transfer berupa DAU dan DAK akan 

digunakan untuk menutupi kebutuhan bel-

anja daerah, di samping penggunaan PAD. 

Fenomena ini dikenal dengan 

 merupakan suatu kon-

disi yang terjadi saat pemerintah daerah 

mengeluarkan belanja lebih banyak dengan 

menggunakan dana transfer daripada 

menggunakan kemampuan sendiri yang 

diproksikan dengan PAD. Hal ini me-

nyebabkan PAD tidak signifikan ber-

pengaruh terhadap belanja daerah, atau 

pengaruh dana transfer terhadap belanja 

daerah lebih besar daripada pengaruh PAD 

terhadap belanja daerah.  

Beberapa peneliti sebelumnya telah 

meneliti pengaruh PAD dan DAU terhadap 

belanja daerah. Listiorini (2012), 

Kusumadewi . (2007), dan Maimunah 

(2006) membuktikan terjadinya fenomena 

pada pemerintah kabu-

paten/kota saat pengaruh dana transfer 

berupa DAU terhadap belanja daerah lebih 

besar daripada pengaruh PAD terhadap 

belanja daerah. Sebaliknya, penelitian Nahl-

ia (2014), Mentayani (2012), serta 

Darmayasa dan Sedanayasa (2012) tidak 

menemukan fenomena pada 

penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa perolehan PAD yang 

tinggi mengindikasikan kemandirian dae-

rah dan kemampuan daerah untuk 

melaksanakan otonomi telah semakin baik. 

Selain DAU, dana transfer berupa 

DAK juga memiliki kontribusi terhadap 

pengeluaran belanja daerah. Penelitian 

sebelumnya yang meneliti pengaruh DAK 

terhadap belanja daerah adalah Nahlia 

(2014) dan Listiorini (2012). Hasil 

penelitian Nahlia (2014) menyimpulkan 

DAK memiliki hubungan yang positif ter-

hadap belanja daerah, namun pengaruhnya 

tidak signifikan. Sedangkan Listiorini 

(2012) menyimpulkan adanya hubungan 

yang berlawanan antara DAK dan belanja 

daerah, dan pengaruh DAK tersebut tidak 

signifikan.  

Perbedaan hasil penelitian dari para 

peneliti sebelumnya, memotivasi peneliti 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

PAD, dan dana transfer berupa DAU dan 

DAK terhadap belanja daerah, serta apakah 

telah terjadi fenomena pada 

pemerintah daerah kabupaten/kota di 

Provinsi Kalimantan Selatan (2009-2013). 

Adapun rumusan masalah yang diajukan 

pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 

pengaruh PAD terhadap belanja daerah pa-

da pemerintah kabupaten/kota di Provinsi 

Kalimantan Selatan periode 2009–2013; 2) 

Bagaimana pengaruh DAU terhadap belanja 

daerah pada pemerintah kabupaten/kota di 

Provinsi Kalimantan Selatan periode 2009–

2013; 3) Bagaimana pengaruh DAK ter-

hadap belanja daerah pada pemerintah ka-

bupaten/kota di Provinsi Kalimantan Se-

latan periode 2009–2013; dan 4) Apakah 

pengaruh DAU dan DAK terhadap belanja 

daerah lebih besar daripada pengaruh PAD 

terhadap belanja daerah pada pemerintah 

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Se-

latan periode 2009–2013. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menunjukkan pengaruh pendapatan asli 

daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), 

dan dana alokasi khusus (DAK) untuk 

pengeluaran pemerintah daerah, dan juga 

membuktikan secara empiris apakah efek 

dari DAU dan DAK ke daerah belanja 

pemerintah lebih besar dari pengaruh PAD 

terhadap belanja pemerintah daerah di ka-

bupaten / kota Provinsi Kalimantan Selatan 

pada periode 2009-2013. 
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Otonomi daerah menurut UU Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

pasal 1 ayat 5 adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerinta-

han dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundangan. Se-

dangkan yang dimaksud dengan desentrali-

sasi fiskal menurut UU Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan anta-

ra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dae-

rah pasal 1 adalah penyerahan wewenang 

pemerintahan oleh pemerintah pusat kepa-

da daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dalam sis-

tem Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI).  

 

Dilihat dari hubungan keagenan antara 

eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah 

agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim 

dan Abdullah 2006). Pemerintah daerah 

sebagai pihak eksekutif menyusun ang-

garan daerah dalam bentuk Rancangan 

APBD (RAPBD) yang selanjutnya diserahkan 

kepada DPRD (legislatif) untuk diperiksa. 

Jika RAPBD telah sesuai dengan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka 

DPRD akan mengesahkan RAPBD menjadi 

APBD. Sedangkan dalam hubungan antara 

legislatif dan publik, DPRD (legislatif) ber-

tindak sebagai agen dan publik bertindak 

sebagai prinsipal. Halim dan Abdullah 

(2006) menyatakan bahwa publik adalah 

prinsipal yang memilih perwakilannya un-

tuk menjadi agen dalam parlemen. Jadi, 

walaupun legislatif menjadi pihak prinsipal, 

di sisi lain dapat bertindak sebagai agen 

dalam hubungannya dengan publik. 

 

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 

ayat 17 yang dimaksud dengan APBD ada-

lah rencana keuangan tahunan pemerinta-

han daerah yang dibahas dan disetujui ber-

sama oleh pemerintah daerah dan DPRD, 

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Struktur APBD terdiri atas pendapatan dae-

rah, belanja daerah, dan pembiayaan dae-

rah. APBD disusun sesuai dengan kebu-

tuhan penyelenggaraan pemerintahan dan 

kemampuan pendapatan daerah.  

 Penyusunan APBD berpedoman pada 

Rencaan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

dalam rangka mewujudkan pelayanan pub-

lik. Tahapan dalam penyusunan APBD anta-

ra lain; penyusunan Kebijakan Umum APBD 

(KUA), penyusunan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS), penyiapan Su-

rat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), 

penyusunan RKA SKPD, penyiapan 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 

APBD, dan evaluasi Raperda APBD 

(Nordiawan , 2012). 

 

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 yang 

dimaksud dengan PAD adalah pendapatan 

daerah yang bersumber dari hasil pajak 

daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengel-

olaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan lain-lain PAD yang sah. PAD bertujuan 

untuk memberikan keleluasaan kepada 

daerah dalam menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai per-

wujudan asas desentralisasi. Besar kecilnya 

pendapatan menentukan kualitas pelaksa-

naan pemerintahan, tingkat kemampuan 

pemerintah dalam penyediaan pelayanan 

publik, serta keberhasilan pelaksanaan pro-

gram dan kegiatan pembangunan 

(Mahmudi 2010). PAD sebagai salah satu 

komponen pendapatan memiliki peran 

penting dalam pengeluaran belanja 

pemerintah daerah karena untuk mendanai 

kebutuhan belanja yang tinggi memerlukan 

sumber pendanaan yang mencukupi. 

 

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana 

Alokasi Umum adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah untuk 

mendanai kegiatan daerah dalam rangka 
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pelaksanaan desentralisasi.  Alokasi DAU 

ditetapkan sesuai formulasi yang ditetap-

kan dengan mempertimbangkan kebutuhan 

belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan po-

tensi daerah. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi 

Umum  dihitung dengan menggunakan ru-

mus: 

Kebutuhan Fiskal (KbF) dan Kapasitas 

fiskal (KpF) dihitung berdasarkan rumus 

berikut: 

  Menurut Darise (2009) DAU untuk 

suatu daerah otonom baru dialokasikan 

setelah UU pembentukan disahkan dan 

setelah tersedia data. Jika data tidak terse-

dia, penghitungan DAU dilakukan dengan 

membagi secara proporsional dengan dae-

rah menggunakan data jumlah penduduk, 

luas wilayah, dan jumlah belanja pegawai. 

DAU disalurkan dengan cara pemin-

dahbukuan dari Rekening Kas Umum Nega-

ra ke Rekening Kas Umum Daerah yang dil-

aksanakan setiap bulan masing-masing 

sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari alo-

kasi DAU daerah yang bersangkutan dan 

dilaksanakan sebelum bulan yang ber-

sangkutan.  

 

 

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana 

Alokasi Khusus adalah dana yang ber-

sumber dari pendapatan APBN yang dialo-

kasikan kepada daerah tertentu dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kebu-

tuhan khusus yang merupakan urusan dae-

rah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

Daerah tertentu yang dimaksud adalah dae-

rah yang dapat memperoleh alokasi DAK 

berdasarkan kriteria umum, khusus, dan 

teknis. Menurut Nordiawan (2012), 

penggunaan alokasi DAK per daerah yang 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keu-

angan harus dilakukan sesuai Petunjuk 

Teknis Penggunaan DAK dan tidak 

digunakan untuk mendanai administrasi 

kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, 

penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. 

 

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 

ayat 14, Belanja Daerah adalah semua 

kewajiban daerah yang diakui sebagai pen-

gurang nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja 

daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok 

besar, yaitu belanja tidak langsung dan bel-

anja langsung. Kelompok belanja tidak 

langsung terdiri dari belanja pegawai, bel-

anja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, 

belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, 

belanja bantuan keuangan, dan belanja tid-

ak terduga, sedangkan belanja langsung 

dari suatu kegiatan terdiri dari belanja peg-

awai (honorarium atau upah), belanja ba-

rang dan jasa, dan belanja modal 

(Nordiawan 2012). 

 

dalam bidang keuangan 

publik menunjukkan bahwa hibah 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah 

meningkatkan pengeluaran masyarakat lo-

KbF = TBR (αIP + αIW + αIPM + αIKK + αIP-

DRB/kap) 

DAU =  Alokasi Dasar +  Celah Fiskal 

KpF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA 

Keterangan:  

Alokasi Dasar  : Gaji PNS daerah 

Celah Fiskal

  

: Kebutuhan Fiskal –  Kapa-

sitas Fiskal 

Keterangan:  

TBR : total belanja rata – rata APBD 

IP  : indeks jumlah penduduk 

IW   : indeks luas wilayah 

IPM : indeks pembangunan manusia 

IKK  : indeks kemahalan konstruksi 

IPDRB/
kap 

: indeks produk domestik region-
al bruto per kapita 

α  : bobot indeks 

PAD  : pendapatan asli daerah 

DBH 
Pajak  

: dana bagi hasil penerimaan pa-
jak 

DBH 
SDA  

: dana bagi hasil penerimaan 
sumber daya alam 
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kal lebih dari peningkatan pendapatan dae-

rah. Konsep ini pertama kali dijelaskan 

oleh Arthur Okun (1979). Penelitian Okun 

menyimpulkan bahwa hibah dari 

pemerintah pusat untuk pemerintah dae-

rah akan meningkatkan pengeluaran 

pemerintah daerah dengan jumlah yang 

lebih besar dari peningkatan setara dalam 

pendapatan daerah.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Menta-

yani (2012) menyimpulkan 

sebagai suatu kondisi keuangan 

pemerintah daerah yang membelanjakan 

lebih banyak dan lebih boros dengan 

menggunakan dana transfer dibandingkan 

dengan menggunakan dana sendiri yang 

bersumber dari PAD. Nahlia (2014)

menganggap sebagai suatu 

anomali dalam perilaku rasional jika trans-

fer harus dianggap sebagai tambahan pen-

dapatan masyarakat (seperti halnya pajak 

daerah), sehingga harus dibelanjakan 

dengan cara yang sama pula dengan PAD. 

Fenomena membawa im-

plikasi lebih luas bahwa transfer akan 

meningkatkan belanja pemerintah daerah 

lebih besar daripada penerimaan transfer 

itu sendiri. 

 

Sebagai konsekuensi atas diterapkannya 

desentralisasi fiskal, pemerintah daerah 

dapat dengan leluasa untuk menggali dan 

mengelola PAD nya agar dapat me-

nanggung sebagian beban belanja yang di-

perlukan dalam rangka penyelenggaraan 

kegiatan operasional pemerintahan sehari-

hari. Penelitian Nahlia (2014), Darmayasa 

dan Sedanayasa (2012), Listiorini (2012), 

Mentayani (2010), dan Maimunah me-

nyimpulkan PAD berpengaruh signifikan 

terhadap belanja daerah. Melalui PAD yang 

tinggi, pemerintah dapat menurunkan 

ketergantungannya terhadap pemerintah 

daerah. Kondisi ini mencerminkan ke-

mandirian daerah yang baik, karena 

pemerintah daerah yang memiliki PAD 

yang tinggi dapat mengalokasikan ang-

garan belanja dengan lebih leluasa tanpa 

harus bergantung kepada dana transfer.  

H1 : PAD berpengaruh terhadap Belanja 

Daerah 

Sebagai salah satu komponen pendapatan 

daerah, DAU menjadi sumber pendanaan 

yang penting bagi pemerintah daerah un-

tuk mencukupi kebutuhan belanja. Bebera-

pa penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Arwijaya (2014), Listiorini (2012), Sia-

gian (2009), Kusumadewi (2007), dan 

Maimunah (2006) menyimpulkan adanya 

hubungan yang searah antara DAU dan bel-

anja daerah, di mana peningkatan DAU ju-

ga diikuti oleh kenaikan pengeluaran bel-

anja.  

H2 : DAU berpengaruh terhadap Belanja 

Daerah 

Menurut Kuncoro (2011) salah satu per-

syaratan untuk menerima DAK adalah dae-

rah perlu membuktikan bahwa daerah ku-

rang mampu membiayai seluruh penge-

luaran usulan kebutuhan tersebut dari PAD, 

bagi hasil pajak dan sumber daya alam, 

DAU, pinjaman daerah, dan lain-lain pen-

erimaan yang sah. Artinya, DAK sebagai 

salah satu komponen pendapatan daerah 

juga diperlukan daerah untuk mencukupi 

kebutuhan pengeluaran belanja, namun 

untuk kebutuhan yang bersifat lebih spe-

sifik. 

 Penelitian sebelumnya yang dil-

akukan oleh Nahlia (2014) menyimpulkan 

DAK berpengaruh terhadap belanja daerah, 

namun tidak signifikan. Ketika terjadi pen-

ingkatan DAK, maka belanja daerah juga 

meningkat namun tidak signifikan. Se-

baliknya, penelitian yang dilakukan Listio-

rini (2012) menyimpulkan DAK tidak ber-

pengaruh dan tidak signifikan terhadap 

belanja daerah.  

H3 : DAK berpengaruh terhadap Belanja 

Daerah 

 

Rencana keuangan pemerintah daerah 
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disusun dalam APBD yang terdiri dari pen-

dapatan daerah, belanja daerah, dan pem-

biayaan daerah. Penerimaan dari PAD yang 

diperoleh pemerintah daerah langsung ma-

suk ke APBD, sedangkan penerimaan dana 

transfer dalam bentuk DAU dan DAK 

disalurkan dari APBN ke APBD. Ketiga kom-

ponen pendapatan tersebut digunakan un-

tuk tujuan pembangunan daerah yang di-

alokasikan dalam bentuk belanja daerah. 

 Hukum Wagner menyebutkan adanya 

korelasi positif antara pengeluaran 

pemerintah dengan tingkat pendapatan 

pemerintah (Adisasmita 2011). Artinya jika 

pendapatan meningkat, maka dari sisi 

pengeluaran juga meningkat namun tidak 

semua peningkatan pendapatan adalah per-

tanda yang baik jika dilihat dari kemandiri-

an daerah. Penelitian sebelumnya oleh Bai-

ley dan Connoly (1998) menunjukkan adan-

ya peningkatan pendapatan yang diiringi 

oleh pengeluaran belanja, namun pening-

katan pendapatan yang berasal dari dana 

transfer lebih besar daripada peningkatan 

pendapatan sendiri. Fenoma inilah yang 

dikenal dengan istilah di 

mana pemerintah daerah cenderung 

menggunakan dana transfer untuk penge-

luaran belanja daripada menggunakan PAD 

yang dimiliki. 

 Penelitian Ariwijaya (2014), Hastuti 

(2011), Listiorini (2010), Siagian (2009), 

Kusumadewi dan Rahman (2007), dan 

Maimunah (2006) membuktikan pengaruh 

dana transfer terhadap belanja daerah 

lebih besar daripada pengaruh PAD ter-

hadap belanja daerah. Berdasarkan uraian 

di atas, maka hipotesis yang diajukan ada-

lah: 

H4 : Pengaruh DAU dan DAK terhadap Bel-

anja Daerah Lebih Besar Daripada 

Pengaruh PAD terhadap Belanja Dae-

rah ( ) 

 

Penelitian ini merupakan penelitian popu-

lasi atau penelitian sensus karena populasi 

dalam penelitian ini berukuran kecil. Ada-

pun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah kabupaten/kota di 

Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri 

dari 11 Kabupaten dan 2 Kota. Pengambi-

lan sampel pada penelitian ini 

menggunakan  dengan 

kriteria sebagai berikut: 

a. Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan 

Selatan yang memasukkan data realisasi 

APBD di situs Direktorat Jenderal Perim-

bangan Keuangan (DJPK) Pemerintah 

Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) 

Provinsi Kalimantan Selatan periode 

2009 hingga 2013. 

b. Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan 

Selatan yang melaporkan realisasi PAD, 

DAU, DAK, dan belanja daerah di situs 

DJPK Pemerintah Daerah dan BPS 

Provinsi Kalimantan Selatan periode 

2009 hingga 2013. 

c. Jumlah realisasi PAD, DAU, DAK, dan 

belanja daerah di situs DJPK Pemerintah 

Daerah dan BPS Provinsi Kalimantan Se-

latan periode 2009 hingga 2013 tidak 

minus (negatif) dan tidak 0 (nol). 

Berdasarkan kriteria di atas, maka 

kabupaten/kota yang memenuhi kriteria 

untuk digunakan sebagai populasi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan tabel 1 Kabupaten/kota 

di Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak 

memenuhi kriteria sebanyak 1 (satu) kabu-

paten/kota yaitu Kabupaten Tabalong, se-

Kriteria Populasi Penelitian 

  
   

1 Kabupaten Banjar √ √ √ 

2 Kabupaten Barito Kuala √ √ √ 

3 Kabupaten HSS √ √ √ 

4 Kabupaten HST √ √ √ 

5 Kabupaten HSU √ √ √ 

6 Kabupaten Kotabaru √ √ √ 

7 Kabupaten Tabalong √ √ x 

8 Kabupaten Tanah Laut √ √ √ 

9 Kabupaten Tapin √ √ √ 

10 Kota Banjarbaru √ √ √ 

11 Kota Banjarmasin √ √ √ 

12 Kabupaten Balangan √ √ √ 

13 Kabupaten Tanah Bumbu √ √ √ 
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hingga jumlah populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 12 (duabelas) 

kabupaten/kota.

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder berupa Laporan Real-

isasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Kali-

mantan Selatan yang diperoleh dari situs 

resmi Dirjen Perimbangan Keuangan 

P e m e r i n t a h  D a e r a h  p a d a 

www.djpk.depkeu.go.id, dan Badan Pusat 

Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini terdiri dari beberapa variabel 

independen (X) yaitu PAD (X
1
), DAU (X

2
) dan 

DAK (X
3
) serta satu variabel dependen (Y) 

yaitu belanja daerah. Definisi operasional 

variabel penelitian ini disajikan pada tabel 

2.  

Metode analisis data yang digunakan ada-

lah analisis statistik deskriptif dengan 

menggunakan . Sebelum 

data dianalisis, terlebih dahulu dilakukan 

uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil pen-

gujian asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolonieritas, uji au-

tokorelasi, dan uji heteroskedastisitas 

dapat disimpulkan bahwa secara kese-

luruhan data yang digunakan dalam 

penelitian ini tidak terdapat masalah dalam 

pengujian tersebut sehingga persamaan 

regresi layak untuk digunakan.  

Penelitian ini menggunakan model 

regresi berganda untuk melihat pengaruh 

variabel independen (X) yang terdiri dari 

PAD, DAU, dan DAK terhadap variabel de-

penden (Y) belanja daerah dengan persa-

maan sebagai berikut: 

 Pengujian hipotesis yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu uji statistik pa-

   

1. PAD (X1) 

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, PAD adalah pendapatan 
daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi dae-
rah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 
pendapatan yang sah. 

2. DAU (X2) 

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21, Dana Alokasi 
Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di-
alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 
daerah untuk mendanai kegiatan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. 

3. DAK (X3) 

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 23, Dana Alokasi 
Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di-
alokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 
mendanai kebutuhan khusus yang merupakan  urusan daerah dan 
sesuai dengan prioritas nasional. 

4. 
Belanja 
Daerah 

(Y) 

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, Belanja Daerah 
adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

Definisi Operasional Variabel 

Statistik Deskriptif 

  N Min Max Mean Std. Deviation 

PAD 60 10099494744 190970259919 49748111510.93 38272654462.554 

DAU 60 177090317000 631124460000 354725761288.58 104155145444.7787 

DAK 60 1778830000 99896120000 37968774728.17 17533120592.335 

BELANJA-DAERAH 60 383631781921 1253358346000 690083615286.77 193768784261.554 

Valid N (listwise) 60     

http://www.djpk.depkeu.go.id
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rameter individual (Uji Statistik t), namun 

sebelumnya terlebih dahulu dilakukan ana-

lisis koefisien determinasi. Sedangkan 

pengaruh variabel DAU dan DAK terhadap 

belanja daerah dapat diketahui melalui uji 

signifikasi simultan (uji statistik F). 

 

Sebelum melakukan analisis regresi, 

terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik 

yang terdiri dari uji normalitas, uji multiko-

linearitas, uji autokorelasi, dan uji het-

eroskedastisita. Berdasarkan hasil uji 

asumsi klasik yang telah dilakukan tidak 

ditemukan masalah yang berarti.  

Hasil statistik deskriptif dari pen-

golahan data yang telah dilakukan dapat 

dilihat pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3 

dapat diinterpretasikan bahwa Variabel 

PAD (X
1
) dari pengamatan sebanyak 60 

(enam puluh) memiliki nilai minimum 

Rp10.099.494.744 dan nilai maksimum 

Rp190.970.259.919. Nilai rata-rata PAD (X
1
) 

adalah Rp49.748.111.510,93 dengan 

standar deviasi Rp38.272.654.462,554. Var-

iabel DAU (X
2
) dari pengamatan sebanyak 

60 (enam puluh) memiliki nilai minimum 

Rp177.090.317.000 dan nilai maksimum 

Rp631.124.460.000. Nilai rata-rata DAU (X
2
) 

adalah Rp354.725.761.288,58 dan standar 

deviasi Rp104.155.145.444,787. Variabel 

DAK (X
3
) dari pengamatan sebanyak 60 

(enam puluh) memiliki nilai minimum 

Rp1.778.830.000,00 dan nilai maksimum 

Rp99.896.120.000,00. Nilai rata-rata DAK 

(X
3
) adalah Rp37.968.774.728,17 dengan 

standar deviasi Rp 17.533.120.592,335. 

Variabel belanja daerah (Y) dari pengama-

tan sebanyak 60 (enam puluh) memiliki 

nilai minimum Rp383.631.781.921,00 dan 

nilai maksimum Rp1.253.358.346.000,00. 

Nilai rata-rata belanja daerah (Y) adalah 

Rp690.083.615.286,77 dengan standar de-

viasi Rp193.768.784.261,554. 

Hasil regresi penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 4: 

Variabel PAD memiliki nilai t hitung < t 

tabel dan nilai signifikansi  > 0,05 sehingga 

hipotesis nol (H
0
) yang menyatakan bahwa 

PAD tidak berpengaruh terhadap belanja 

daerah diterima, dan hipotesis alternatif 

(H
a
) yang menyatakan bahwa PAD 

berpengaruh terhadap belanja daerah 

ditolak. Hasil pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan tidak sejalan dengan hasil 

penelitian Nahlia (2014), Darmayasa dan 

Sedanayasa (2012), Listiorini (2012), 

Mentayani (2010), dan Maimunah 

(2006) yang menyatakan bahwa PAD 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap belanja daerah.  

 Hasil statistik deskriptif pada tabel 3 

menunjukkan rentang nilai maksimum dan 

minimum PAD yang sangat jauh, keadaan 

ini mencerminkan ketimpangan kemampu-

an daerah yang cukup besar. Secara teoritis, 

kenaikan pada PAD pada dasarnya men-

stimulus kenaikan pengeluaran belanja 

daerah. Hasil analisis regresi membuktikan 

sebaliknya, di mana PAD berpengaruh 

negatif terhadap belanja daerah dan mem-

iliki hubungan yang asimetris. 

 Kondisi asimetris antara PAD dan 

Hasil Regresi 

 β   

Konstanta (a) 7,161 4,046 ,000 

PAD (X
1
) -,008 -,191 ,849 

DAU(X
2
) ,843 8,604 ,000 

DAK (X
3
) -,087 -3,521 ,001 

α β β β

Keterangan:  

Y : Belanja daerah 

α : Konstanta 

β  : Koefisien regresi 

X
1
 : PAD 

X
2
 : DAU 

X
3
  : DAK 

E  : Tingkat kesalahan pengganggu 
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belanja daerah terdapat pada Kabupaten 

HSU, Kota Banjarbaru, Kabupaten Balangan, 

dan Kabupaten Tanah Bumbu dalam kurun 

waktu 5 (lima) tahun. Kenaikan PAD tidak 

selalu diikuti dengan kenaikan belanja. Di 

sisi penerimaan PAD mengalami pening-

katan, namun di sisi pengeluaran belanja 

daerah justru menurun. Sebaliknya, di sisi 

penerimaan PAD mengalami penurunan, 

namun di sisi pengeluaran belanja daerah 

mengalami peningkatan. Data penelitian 

dapat dilihat pada bagian lampiran. 

 Penyebab turunnya belanja daerah 

ketika PAD meningkat salah satunya terkait 

dengan rendahnya tingkat penyerapan ang-

garan. Pada Laporan Keterangan Per-

tanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Dae-

rah Provinsi Kalimantan Selatan menyebut-

kan permasalahan yang dihadapi dalam 

efektivitas dan efisiensi penggunaan ang-

garan adalah usulan-usulan anggaran yang 

belum terakomodasi baik melalui dana 

APBN maupun APBD sehingga sasaran dan 

target kinerja tidak tercapai secara optimal, 

terkendalanya pelaksanaan kegiatan 

dikarenakan masih terjadi keterlambatan 

turunnya Daftar Isian Penggunaan Ang-

garan (DIPA), petunjuk pelaksanaan mau-

pun petunjuk teknis di beberapa satuan 

kerja sehingga revisi mengalami keterlam-

batan dan penyerapan dana tidak maksimal, 

serta adanya kendala teknis sehubungan 

dengan musim.  

 

Nilai t hitung variabel DAU (X
2
) sebesar 

8,604 sedangkan nilai t tabel 2,0003. 

Artinya, nilai t hitung > t tabel sehingga 

variabel DAU berpengaruh terhadap varia-

bel dependen belanja daerah. Nilai signif-

ikansi variabel DAU (X
2
) sebesar 0,000 < 

0,05 menunjukkan bahwa DAU signifikan 

terhadap belanja daerah, dengan demikian 

hipotesis nol (H
0
) yang menyatakan bahwa 

DAU tidak berpengaruh terhadap belanja 

daerah ditolak. 

Hasil analisis regresi menunjukkan 

adanya hubungan yang searah antara varia-

bel belanja daerah dan variabel DAU. Keti-

ka terjadi peningkatan penerimaan DAU, 

maka dari sisi pengeluaran belanja daerah 

akan meningkat, dan begitu pula se-

baliknya. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Ariwijaya (2014), Listiorini 

(2012), Siagian (2009), Kusumadewi dan 

Rahman (2007), dan Maimunah (2006) yang 

menyimpulkan bahwa peningkatan alokasi 

transfer juga diikuti dengan pertumbuhan 

belanja yang lebih tinggi. 

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun 

penerimaan dana transfer berupa DAU pa-

da kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan 

Selatan mengalami peningkatan, meskipun 

pada kabupaten/kota tertentu terdapat 

penurunan DAU seperti; Kabupaten Banjar, 

Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Ka-

bupaten Balangan, dan Kabupaten Tanah 

Bumbu walaupun jumlah penurunan terse-

but tidak terlalu besar, dan tidak terdapat 

fluktuasi yang serius dalam kurun waktu 5 

(lima) tahun. Penurunan DAU tersebut han-

ya terjadi selama 1 (satu) tahun dan kem-

bali meningkat pada tahun-tahun 

setelahnya. 

 

Hasil analisis regresi variabel DAK bernilai 

negatif menunjukkan adanya hubungan 

yang tidak searah antara variabel DAK dan 

belanja daerah. Selain itu, hasil uji statistik 

t variabel DAK memiliki nilai t hitung < t 

tabel, dan nilai signifikansi < 0,05 menun-

jukkan bahwa DAK signifikan terhadap bel-

anja daerah. Berdasarkan hasil analisis re-

gresi dan uji statistik t dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis nol (H
0
) yang menyatakan 

bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap 

belanja daerah ditolak, dan hipotesis alter-

natif (H
a
) yang menyatakan bahwa DAK ber-

pengaruh terhadap belanja daerah diterima. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Nahlia (2014) dan Listiorini 

(2012) yang menyimpulkan bahwa DAK 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ke-

naikan belanja daerah.

Data penelitian menunjukkan adanya 

fluktuasi pada penerimaan DAK dari tahun 

2009 hingga 2013. Penurunan penerimaan 

DAK yang signifikan pada sejumlah kabu-

paten/kota terjadi pada tahun 2010 dan 

2011. Pada kebanyakan kabupaten/kota di 

Provinsi Kalimantan Selatan penurunan 

DAK terjadi apabila pada tahun yang sama 

pengeluaran belanja meningkat. Pening-
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katan belanja daerah yang besar akan 

berdampak pada turunnya penerimaan 

DAK. Hal ini membuktikan hubungan anta-

ra DAK dan belanja daerah adalah berla-

wanan, dan pengaruhnya tersebut signif-

ikan. 

 Penurunan DAK dapat disebabkan 

oleh realisasi penyerapan DAK yang tidak 

mencapai 100%. Artinya, tidak seluruhnya 

dana yang dicairkan dari kas negara ke kas 

daerah yang dikelola bendahara umum 

daerah dimanfaatkan semaksimal mungkin. 

Alasan lainnya adalah penggunaan PAD 

dan DAU untuk menutupi kekurangan dana 

akibat penurunan penerimaan DAK. Misal-

nya, meskipun terjadi penurunan pen-

erimaan DAK di tahun 2013 pada Kabupat-

en Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Ka-

bupaten Balangan di sisi penerimaan ter-

jadi peningkatan PAD dan DAU yang dapat 

dijadikan sumber pendanaan belanja. 

 

Berdasarkan uji statistik F, didapatkan nilai 

F hitung sebesar 95,704 dan nilai signif-

ikansi 0,000. Jika dibandingkan dengan 

nilai F tabel, nilai F hitung > F tabel (95,704 

> 3,32) dan nilai signifikansi < 0,05. Artinya, 

hipotesis nol (H
0
) yang menyatakan 

pengaruh DAU dan DAK terhadap belanja 

daerah lebih besar daripada pengaruh PAD 

terhadap belanja daerah diterima, dan 

hipotesis alternatif (H
a
) ditolak.

Jika dibandingkan dengan nilai 

koefisien PAD sebesar -0,191 nilai koefisien 

DAU dan DAK jauh lebih besar. Hasil uji 

statistik F sesuai dengan kriteria 

di mana nilai koefisien DAU dan 

DAK lebih besar dari nilai koefisien PAD, 

dan keduanya berpengaruh secara signif-

ikan terhadap belanja daerah. Artinya, te-

lah terjadi pada kabupaten/

kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 

2009 hingga 2013. Hasil penelitian ini ber-

tolak belakang dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nahlia (2014), Darmayasa 

dan Sedanayasa (2012), dan Mentayani 

(2012). Penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Ariwijaya (2014), Listiorini 

(2012), Siagian (2009), Kusumadewi dan 

Rahman (2007), dan Maimunah (2006). 

merupakan dampak 

negatif dari penerapan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal yang menandakan ren-

dahnya tingkat kemandirian dan kinerja 

perekonomian daerah. Tinggi rendahnya 

tingkat kemandirian dan kinerja 

perekonomian daerah dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor internal seperti poten-

si fiskal, ketersediaan modal, potensi sum-

ber daya alam dan energi, dan variabel 

sumber daya manusia (Adisasmita 2011). 

Faktor-faktor internal tersebut dapat 

mempengaruhi pengeluaran belanja, di 

samping variabel lain selain PAD, DAU dan 

DAK seperti penerimaan pendapatan lain-

lain yang sah, dana bagi hasil pajak/bukan 

pajak, dan pendapatan hibah. 

 

Berdasarkan hasil dan analisis data yang 

telah diuraikan, maka dapat disimpulkan 

bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap 

belanja daerah, DAU berpengaruh terhadap 

belanja daerah dan DAK berpengaruh ter-

hadap belanja daerah pemerintah kabu-

paten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan 

periode 2009-2013. Secara simultan 

pengaruh DAU dan DAK lebih besar da-

ripada pengaruh PAD terhadap belanja dae-

rah. Hasil penelitian membuktikan secara 

empiris telah terjadi pada 

pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Ka-

limantan Selatan periode 2009-2013. Ting-

kat kemandirian daerah kabupaten/kota di 

Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah 

karena tingkat ketergantungan pemerintah 

daerah terhadap dana transfer dari 

pemerintah pusat sangat tinggi dilihat dari 

nilai signifikansi DAU dan DAK yang lebih 

tinggi daripada nilai signifikansi PAD ter-

hadap belanja daerah.  

Penelitian ini diharapkan memberi 

manfaat sebagai bahan pengembangan 

disiplin ilmu akuntansi di bidang akuntansi 

sektor publik, dan sebagai referensi bagi 

pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Ka-

limantan Selatan untuk meningkatkan 

kinerja keuangan dan pelayanan publik. 

Penelitian mengenai fenomena 

ini juga diharapkan dapat memotiva-

si peneliti lainnya untuk melakukan 
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penelitian lebih lanjut terkait dengan topik 

 dengan menggunakan varia-

ble lainnya seperti dana bagi hasil, luas 

wilayah dan jumlah penduduk. 

 

 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbata-

san yaitu populasi yang diambil dalam 

penelitian ini hanya berjumlah 12 (dua 

belas) kabupaten/kota dari total 13 (tiga 

belas) kabupaten/kota di Provinsi Kaliman-

tan Selatan, sehingga hasil penelitian tidak 

sepenuhnya merepresentasikan fenomena 

sesungguhnya dari keseluruhan kabu-

paten/kota yang ada di Provinsi Kaliman-

tan Selatan. Terkait dengan pengumpulan 

data, kelengkapan data sekunder berupa 

realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota 

di Provinsi Kalimantan Selatan periode 

2009-2013 tidak dapat diperoleh di 1 (satu) 

sumber saja, sehingga pengumpulan data 

diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu situs 

resmi Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) 

Provinsi Kalimantan Selatan dengan alasan 

untuk memenuhi persyaratan kelengkapan 

data penelitian. Hal lainnya yaitu variabel 

independen yang digunakan dalam 

penelitian ini hanya terdiri dari PAD, DAU, 

dan DAK sehingga tidak mencakup kompo-

nen pendapatan secara keseluruhan. 

Penelitian ini juga tidak memasukkan 

faktor lain yang dapat mempengaruhi 

pengeluaran belanja, misalnya penerimaan 

pendapatan lain-lain yang sah, dana bagi 

hasil pajak/bukan pajak, dan pendapatan 

hibah. 
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